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ABSTRAK 
Korupsi  sebagai  t indak pidana merugikan  keuangan  negara,  masyarakat  dan 
orang-perorangan,  tergolong whi te col lar  cr ime merupakan  musuh utama Bangsa 
Indonesia  sela in  kejahatan  narkot ika,  dan  teror isme.  Pemberan tasan  korupsi  t idak 
hanya melalui  penegakan  hukum (represi f)  namun  langkah  pencegahan  harus lebih 
diutamakan .  Dana Desa ber tujuan  memajukan  kesejah teraan  masyarakat  desa  melalui  
program-programnya,  seh ingga per lu dilakukan pencegahan  penyelewengan  dalam 
pemanfaatannya termasuk juga di  Desa Cau Belayu,  Kecamatan  Marga,  Kabupaten 
Tabanan,  Propinsi  Bal i .  
Met ode pendekatan  secara  Yur idis Empir is, yai tu penel i t ian hukum dengan  cara 
pendekatan  fakta  yan g ada dengan  ja lan  mengadakan  pengamatan  dan  penel i tian  
melalui  wawancara mendalam terhadap objek penel i t ian .  
Hasi l  penel i t ian  pemahaman  warga Desa Cau Bla yu masih  sangat  min im tentang 
t indak pidana korupsi ,  ser ta  pen tingnya peran  warga dalam mencegah  ter j adi  t indak 
pidana korupsi  khususnya sehubungan  pengelolaan  dana desa .  Ada beberapa kendala 
dan  hambatan  yang di temui  pada kenyataannya  di  lapangan  oleh  Masyarakat  ser ta 
Perangkat  Desa Cau Bla yu sehubungan  pengelolaan  dana desa  ser ta  pada khususnya  
sebagai  upaya pencegahan  korupsi penggunaan  dana desa ,  namun  dengan  pengelolaan 
dana desa  yang baik,  tr ansparan ,  dan  akuntable sesuai  dengan keten tuan perundang -
undang didukung peran  serta  masyarakat  mengawasi  dan  melaporkan 
pen yel ewengannya,  sebagai  sa lah sa tu up aya pencegahan korupsi  un tuk men ingkatkan 
efekt i fi tas pembangunan  dan kesejah teraan  masyarakat desa  di  seki tarnya.  
  




Corrupt ion is as a criminal  act  which harm the  f inancial of the sta te,  socie ty 
and indiv iduals. I t  c lassi f ied as whi te  col lar crime which main enemy of  the  
Indonesian Nat ion to narcot ics crime and terrorism.  Combating corrupt ion is  not  
only  through law enforcement  (repressive) but  precaut ionary measures should take 
precedence.  Vi l lage Fund aims to promote  the  wel fare  of  rural  communit ies through  
i ts programs,  so  i t  i s necessary  to prevent  abuse in i t s ut i l i zat ion,  including in 
CauBelayu Vi l lage,  MargaSubdistrict ,  Tabanan Regency, Bali  Province.  
This study use  Juridical Empi rical  approach method, namely legal  research 
by  way of  ex ist ing facts approach and by conduct ing observat ions and research 
through depth interviews of  the object  of research.  
The resul ts of  the  understanding of  CauBlayu vi llagers are  st i l l  very  minimum 
about  corrupt ion,  as wel l  as  the  importance of  c i t i zens'  role  in prevent ing 
corrupt ion,  especial ly  in relat ion to the  management  of  v il lage funds.  There  are  
several  obstacles encountered in real i ty  by  CauBlayu Vi l lage Community and 
Off ic ial in re lat ion to the  management  of  v i l lage funds and in part icular as an e f fort 
to prevent  corrupt ion in the use  of  vi l lage funds,  but  wi th good,  transparent  and  
accountable  v il lage fund management  based on the  law,  supported by  the  role  of the 
community  in monitoring and rep ort ing i ts abuse,  as one of the  e f forts to prevent 
corrupt ion to improve the  e f fect iveness of  the  development  and wel fare  of  
surrounding v i l lagers.  
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I.  PENDAHULUAN 
1.1.  Latar Belakang  
Korupsi adalah perbuatan 
curang, t indak pidana yang 
merugikan keuangan negara,  
demikian menurut  Subekt i dan 
Tjit rosoedibio dalam Kamus 
Hukum Tahun 1969.
1
 Pengert ian 
secara yur idis,  baik dalam art i 
maupun jenisnya telah 
dirumuskan di dalam UU No 31 
Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 
2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan 
undang-undang sebelumnya,  
ya itu UU No 3 Tahun 1971.  
Dalam pengert ian yur idis,  
pengert ian korupsi t idak hanya 
terbatas pada perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik dapat  
merugikan keuangan negara,  
tetapi meliput i juga perbuatan-
perbuatan yang memenuhi 
rumusan delik,  yang merugikan 
masyarakat  atau orang-
perseorangan.  
Perbuatan tersebut  
merupakan suatu penyakit  yang 
kerap ter jadi terutama pada 
negara berkembang sepert i 
Indonesia,  dimana perkembangan 
korupsi di Indonesia dinilai o leh 
beberapa pakar sudah sangat  
memprihat inkan. Bahkan secara 
agak ber lebihan M.Abdul Kho lik,  
AF. mengatakan, bagi bangsa 
Indonesia,  sepert i telah 
ditakdirkan sebagai problema 
yang seakan t idak pernah habis 
untuk dibahas
2
.  Dikatakan 
ber lebihan karena pada 
hakikatnya korupsi bukan sebuah 
takdir tapi sebagai penyakit ,  dan 
sebagai penyakit  tentulah ada 
obatnya sekalipun memerlukan 
                                                        
1Evi Hartanti, 2012, Tindak Pidana 
Korupsi Edisi Kedua,Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm.9.  
2M Abdul Kholik, AF., Eksistensi KPK 
dalam Peradilan Korupsi di Indonesia, Artikel 
dalam Jurnal Hukum FH UII, No.26, Vol.11, 
hlm 29. 
suatu proses yang panjang.  
Sebagai suatu penyakit  korupsi 
pada hakikatnya t idak saja 
membahayakan keuangan negara,  
Frans Magnis Suseno 
menjelaskan bahwa prakt ik 
korupsi di Indonesia telah 
sampai pada yang paling 
membahayakan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.
3
   
Pelaku t idak sepert i halnya 
penjahat  konvensional yang 
melakukan aksinya secara biasa 
ya itu dengan kekerasan, tetapi 
aksinya dilakukan sangat  rapi,  
tersembunyi,  sistemat is dan 
terorganis ir,  korupsi umumnya 
just ru lebih merugikan dar ipada 
kejahatan konvensional,  lebih 
berdampak luas terhadap korban 
yang banyak karena dilakukan 
oleh orang-orang pint ar,  
mempunya i kedudukan dan 
peranan pent ing dalam tatanan 
sosial masyarakat ,  yang just ru 
menyalahgunakan kelebihan 
mereka it u.  Sehingga korupsi 
tergolong ke jahatan kerah put ih 
atau white collar crime ,  d imana 
sebagai salah satu musuh utama 
Bangsa Indones ia se lain 
kejahatan narkot ika,  dan 
terorisme.  
Indonesia telah memiliki 
peraturan lengkap bahkan dengan 
ancaman sanksi sangat  berat  
dalam undang-undang antara lain 
dalam: Kit ab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), UU No 
31 Th 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,  sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas UU No 31 Th 
1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi dan  UU 
No 30 Th 2002 tentang Komis i 
                                                        
3R.Dyatmiko Soemodihardjo, 2008, 
Mencegah n Memberantas Korupsi, 
Mencermati Dinamikanya di Indonesia, 
Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 3. 
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Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,  meskipun demik ian 
koruptor masih belum kapok 
melakukan aksinya, sela lu ada 
koruptor-koruptor baru sehingga 
diper lukan upaya yang efekt if 
dalam penanggulangannya.  
Upaya represif mela lui 
penegakkan hukum pidana hanya 
dapat  dilakukan o leh aparat  
penegak hukum ya itu sepert i 
Kepo lis ian dan Komis i 
Pemberantasan Korupsi (KPK),  
namun jauh lebih baik jika 
diefekt ifkan upaya pencegahan 
yang t idak hanya dapat  dilakukan 
aparat  penegak hukum, yang juga 
merupakan kewajiban dan dapat  
dilakukan o leh seluruh warga 
Negara Indonesia.  Pencegahan 
selalu lebih baik dar ipada 
mengobat i,  untuk menghindar i 
kerugian lebih besar  efek dar i 
t indak pidana korupsi.   
Pembentuk undang-undang 
dalam usaha memberantas 
korupsi telah memasukkan 
ketentuan tentang peran serta 
masyarakat  dalam usaha 
pencegahan korupsi di Indonesia,  
peran serta ini d ilatarbelakangi:  
1. Dengan diberikannya hak dan 
kewajiban masyarakat dalam usaha 
penanggulangan korupsi dipandang 
sebagai hal positif dalam upaya 
pencegahan dan pengungkapan 
kasus-kasus korupsi yang terjadi. 
2. Persoalan penanggulangan korupsi 
dipandang bukan semata-mata 
menjadi urusan pemerintah atau 
penegak hukum, melainkan 
merupakan persoalan semua rakyat 
dan urusan bangsa. 
Sementara itu,  mengenai 
Dana Desa, sebaga imana diatur 
dalam Peraturan Pemerint ah No 
60 Tahun 2014 tent ang Dana 
Desa yang Bersumber dar i 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) dan dengan 
perubahannya yang terakhir  
berdasarkan Peraturan 
Pemerintah No 8 Tahun 2016 
tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah No 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dar i Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara,  
Pasal 1 Ayat  (2) menyebutkan; 
Dana Desa adalah dana yang 
bersumber  dar i APBN yang 
diperuntukkan bagi desa yang 
dit ransfer mela lui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah,  
pelaksanaan pembangunan,  
pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat .  
Selanjutnya Pasal 6 disebutkan 
bahwa Dana Desa tersebut  
dit ransfer melalui APBD 
Kabupaten/Kota untuk 
selanjutnya dit ransfer ke 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APB) Desa.
4
 
Demikian halnya di Desa Cau 
Belayu, desa yang memiliki vis i 
ya itu terwujudnya Masyarakat  
Mandir i dan Se jahtera.  Mandir i 
berart i mampu untuk 
mengorganis ir dir i untuk 
memobilisasi sumber daya yang 
ada, mampu mengatasi 
permasalahan yang t imbul.  
Sejahtera berart i dapat  melayani 




Sedangkan mis i Desa Cau 
Belayu yaitu memberdayakan 
masyarakat  desa dalam rangka 
menanggulangi suatu masalah 
antara lain:  
- Peningkatan Kapasitas Masyarakat 
dan Kelembagaannya 
- Pelembagaan Sistem Pembangunan 
Partisipatif 
- Pengoptimalan Fungsi dan Peran 
Pemerintah Desa 
                                                        
4Ni Putu Leona Laksmi Suryadi, 2016, 
Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dalam 
Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Bali, 
Skripsi, Fakultas Hukum, Unud, hlm 50. 
5ibid  
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- Peningkatan Kwalitas dan Kwantitas 
Pembangunan 
- Pengembangan Kemitraan dalam 
pembangunan 
Sebagaimana desa la innya,  
Desa Cau Belayu tentunya juga 
mempero leh Dana Desa sepert i 
diatur dalam Peraturan 
Pemerintah No 60 Tahun 2014,  
serta melihat  vis i dan mis i yang 
dimilik i Desa Cau Belayu,  
adalah sangat  relevan apabila 
dijadikan tempat  penelit ian 
terkait  bagaimana peran 
masyarakat  desa dalam 
pencegahan korupsi dalam 
pengelo laan keuangan dana desa.  
Diharapkan member ikan edukasi 
serta membangun kesadaran 
masyarakat  akan pent ingnya 
menjalankan pemerintahan di 
desa yang bers ih,  t ransparan dan 
akuntable serta melakukan 
pencegahan korupsi sedini 
mungkin dan se-efekt if mungkin.  
Peran serta masyarakat  dalam 
upaya pencegahan dan 
pemberantasan t indak pidana 
korupsi d iwujudkan dalam 
bentuk antara lain mencar i,  
mempero leh, member ikan data 
atau informasi tentang t indak 
pidana korupsi dan hak 
menyampaikan saran dan 
pendapat  secara bertanggung 
jawab terhadap pencegahan dan 
pemberantasan t indak pidana 
korupsi.  Sesuai dengan pr ins ip 
keterbukaan dalam negara 
demokrasi yang member ikan hak 
kepada masyarakat  untuk 
mempero leh informasi yang 
benar,  ju jur,  dan t idak 
diskr iminat if mengenai 
pencegahan dan pemberantasan 
t indak pidana korupsi.  
Sesungguhnya upaya 
membudayakan peranan 
masyarakat  dalam pemberantasan 
korupsi,  secara teorit is  
merupakan kewajiban.  
Ditunjukkan pada Pasa l 108 (1) 
KUHP : 
“Set iap orang yang 
mengalami, melihat ,  
menyaksikan dan atau menjad i 
korban per ist iwa yang 
merupakan t indak p idana 
berhak untuk mengajukan 
laporan atau pengaduan kepada 
penyelid ik dan atau penyidik 
baik lisan maupun tertulis.”  
Lembaga Transparency 
Internat ional (TI) mer ilis data 
indeks persepsi korupsi 
(Corruption Perception 
Index/CPI)  untuk tahun 2015,  
Indonesia menempat i per ingkat  
ke 88 dengan skor CPI 36. Skor 
tersebut  meningkat  dar i tahun 
2014 yang berada di per ingkat  ke 
107. Peningkatan CPI Indonesia 
ini dipengaruhi o leh 
akuntabilitas publik yang 
meningkat  dan juga pencegahan 
korupsi yang dinila i efekt if,  KPK 
sangat  berperan. Per ingkat  
negara-negara tersebut  
merupakan gambaran terhadap 
daya tahan dan upaya pemerintah 
masing-masing beserta 
masyarakatnya dalam menekan 
korupsi.  Skor rata-rata tahun 
2015 adalah 43. Art inya skor 
Indonesia masih di bawah rata -
rata skor persepsi dunia.  Di Asia 
Tenggara,  Indonesia ada di 




Melihat  per ingkat  Indonesia 
di indeks korupsi yang telah 
membaik, tetapi masih buruk,  
sehingga diharapkan kedepan 
penelit ian-penelit ian serta 
edukasi kepada masyarakat  dapat  
lebih membantu meningkatkan 
rangking Indones ia terhadap isu 
ant i korupsi,  mela lui pencegahan 
korupsi dar i t ingkat  desa,  
dimula i di Bali khususnya di 
Desa Cau Belayu, diharapkan 
                                                        
6Bagus Prasetyo, 2016, 
https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/0637
39957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-
indonesia-urutan-berapa, diakses 10 Maret 
2016. 
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dapat  dilanjutkan di desa-desa 
lainnya diseluruh tanah air,  
sebagai upaya penanggulangan 
korupsi guna meningkatkan 
pembangunan desa dan 
kese jahteraan seluruh warga desa 
dalam Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.  
1.2.  Tujuan Penelitian  
Terdapat  tujuan penulisan 
karya ilmiah ini dengan 
berpedoman pada penelit ian yang 
telah dilakukan sebelumnya 
adalah sebagai ber ikut : 
1. Mengetahui pemahaman warga di 
Desa Cau Belayu mengenai arti 
pentingnya mencegah tindak pidana 
korupsi dalam pengelolaan keuangan 
dana desa serta peran serta 
masyarakat dalam Pencegahan 
Tindak Pidana Korupsi pengelolaan 
keuangan dana desa? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan 
hambatan-hambatan agar 
pengelolaan keuangan dana desa di 
Indonesia khususnya desa di Bali 
terhindar dari Korupsi? 
 
II.  METODE PENELITIAN 
Untuk mempero leh suatu 
pembahasan sesuai dengan apa 
yang terdapat  di dalam tujuan 
penyusunan bahan analis is,  maka 
dalam penulisan penelit ian ini 
menggunakan metode pendekatan 
secara Yur idis Empir is,  yaitu  
penelit ian hukum dengan cara 
pendekatan fakta yang ada 
dengan jalan mengadakan 
pengamatan dan penelit ian 
dilapangan kemudian dikaji dan 
ditelaah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang terkait  
sebagai acuan untuk 
memecahkan masalah, dalam hal 
ini pendekatan tersebut  
digunakan untuk menganalis is 
secara kualit at if
7
. 
                                                        
7Ron y Han i t i jo Soemitro,  1998, 
Metode Penel i t ian Hukum dan 
Jurimetri ,  Ghalia  Indonesia ,  Jakar ta, 
h lm. 52.  
Pendekatan yur id is empir is 
ya itu suatu pendekatan yang 
dilakukan untuk menganalis is 
tentang sejauh mana suatu 
peraturan atau perundang-
undangan atau hukum ber laku 
secara efekt if dalam masyarakat ,
8
 
ya itu terkait  Pencegahan Tindak 
Pidana Korups i Dana Desa  di 
Desa Cau Belayu, Kecamatan 
Marga, Kabupaten Tabanan,  
Propinsi Bali.  
 
III.  HASIL DAN 
PEMBAHASAN 
3.1.  Peran Serta Masyarakat  
Desa Dalam Pencegahan 
Tindak Pidana Korupsi  
Pengelolaan Keuangan 
Dana Desa di Desa Cau 
Belayu, Kecamatan Marga,  
Kabupaten Tabanan, 
Propinsi Bali  
Korupsi merupakan 
penggunaan jabatan untuk tujuan 
di luar kepent ingan resmi.  
Korupsi sendir i terdir i atas 
berbagai jenis: suap, pemerasan,  
menjajakan pengaruh,  
nepost isme, pemalsuan, uang 
pelicin,  penggelapan dan 
sebagainya. Kit a cenderung 
melihat  korupsi sebagai semata-
mata dosa pemerintah, tetapi 
sebenarnya pihak swasta juga 
banyak ter libat  dalam korupsi 
yang ter jadi di sektor 
pemer intah. Kit a semua ter libat ,  
karena itu kita harus 
bergandengan tangan dan 




Beberapa pendapat  pakar 
hukum serta perumusan definis i 
korupsi dalam peraturan 
                                                        
8Kuntjaraningrat, 1999,  Kebudayaan, 
Metalitet & Pembangunan, Gramedia, 
Jakarta,hlm 
9Robert Klitgaard, dkk., 2002, Penuntun 
Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan 
Daerah, Yayasan Obor Indonesia & Partnership 
for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 
hlm. 109. 
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perundangan, ada beberapa 
unsur-unsur mut lak atau pokok 
korupsi,  berupa: a.  adanya 
pelaku atau pelaku-pelaku 
korupsi; b.  adanya t indakan yang 
melanggar norma-norma yang 
ber laku yang dalam ini dapat  
membentuk moral (aspek agama),  
et ika (aspek pro fes i),  maupun 
peraturan perundang-undangan 
(aspek hukum); c.  adanya unsur  
merugikan keuangan /kekayaan 
negara atau masyarakat ,  
langsung atau t idak langsung,  
serta; d.  adanya unsur atau 
tujuan untuk kepent ingan atau 




Sedangkan perspekt if pidana, 
secara spesifik unsur -unsur  
kecenderungan perbuatan 
merugikan keuangan negara 




1)  Adanya pelaku perbuatan 
merugikan keuangan negara,  
umumnya berka itan dengan 
pejabat  negara atau 
penyelenggara negara;  
2)  Perbuatan melawan hukum,  
penyalahgunaan jabatan,  
kewenangan dan kekuasaan 
pengelo laan keuangan negara.  
3)  Terjadi kerugian negara secara 
nyata dan past i,  dapat  dinilai 
dengan jumlah uang.  
4)  Adanya pihak yang 
“mempero leh keuntungan 
secara t idak wajar atau 
memperkaya”; dir i sendir i,  
orang lain atau korporasi,  
ya itu dengan mengurangi hak 
pener imaan keuangan negara 
atau menimbulkan kewajiban 
membayar o leh negara “yang  
                                                        
10IGM Nurdjana, 2010, Sistem Hukum 
Pidana dan Bahaya Laten Korupsi, Perpektif 
Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum, 
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 20. 
11Hernold Ferry Makawimbang, 2015, 
Memahami dan Menghindari Perbuatan 
Merugikan Keuangan Negara, dalam TIndak 
Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, Thafa 
Media, Yogyakarta, hlm 98-99. 
seharusnya t idak ada” atau 
“membayar lebih besar dar i 
yang seharusnya”, secara 
melawan hukum.  
Upaya pemberantasan 
korupsi sudah sejak dahulu 
dilakukan baik upaya represif 
maupun prevent if,  namun sampai 
dengan saat  ini masih banyak 
koruptor yang melakukan 
aksinya sekalipun ancaman 
sanksinya sudah sangat  berat  dan 
mendapatkan reaksi pencelaan 
yang keras dar i masyarakat .  
Pemer intah salah satunya 
menempuh cara pemberantasan 
serta pencegahan dengan 
mengeluarkan peraturan 
perundang-undangan yang 
mengatur t indak pidana korupsi 
sampai dengan saat  ini termasuk 
diantaranya:  
1)  Peraturan Penguasa Militer  
Nomor. Prt /Perpu/1957 
tentang Pemberantasan 
Korupsi;  
2)  UU No 24/Prp/1960 dan 
Keputusan Pres iden No 228 
Tahun 1967 tentang Tindak 
Pidana Korupsi;  
3)  UU No 3 Tahun 1971 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi;  
4)  UU No 28 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih,  
Berwibawa, Bebas Korupsi 
dan Kolosi dan Nepot isme;  
5)  UU No 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang 
telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 
Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi;  
6)  UU No 15 Tahun 2002 
Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang, yang telah diubah 
dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Tindak Pidana Pencucian 
uang; 
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7)  UU No 30 Tahun 2002 Komis i 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi;  
8)  UU No 46 Tahun 2009 tentang 
Peradilan Tindak Pidana 
Korupsi.  
Lebih jauh bukan hanya 
t ingkat  nasional,  masyarakat  
int ernasional pun telah 
memusatkan perhat ian terhadap 
masalah korupsi mela lui United 
Nation Convention Against  
Corruption (UNCAC)  pada 
tanggal 11 Desember Tahun 2003 
di Mer ida,  Mexico yang 
dirat ifikasi dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006,  
menegaskan bahwa Indonesia 
merupakan bagian masyarakat  
global memerangi korupsi.  
Dengan disahkannya Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 
tentang Desa pada tanggal 15 
Januar i 2014, mengakibatkan 
perubahan signifikan dalam 
pengelo laan desa.  Pent ingnya 
pengelo laan dana desa yang baik,  
menjadi fokus perhat ian 
mengingat  yaitu besarnya dana 
yang mengalir ke desa,  regulasi 
yang relat if baru, dan luasnya 
serta var iat ifnya karakter ist ik  
desa,  yang juga rawan 
ditunggangi kepent ingan po lit ik  
tertentu,  serta potensi korupsi 
dapat  meningkat  di daerah.  
Besarnya jumlah dana desa 
sebagaimana disampaikan 
Menter i Desa Pembangunan 
Daerah Tert inggal dan 
Transmigrasi (Mendes PDTT), 
dana desa ditahun 2017 Rp. 60 
t riliun bahkan akan meningkat  
menjadi Rp. 120 t r iliun di tahun 
2018. Tahun 2017, rata-rata desa 
mendapatkan uang Rp. 800 juta 
ditambah dar i kabupaten dan 
provinsi sehingga masing-masing 
mempero leh Rp.1,6 miliar 
12
 
                                                        
12https://news.detik.com/news/berita/d-
3487085/mendes - tahun - depan – alokasi – 
dana – naik – tiap –desa/jumat 28 April 2017, 
diakses tanggal 15 Oktober 2017. 
Penggunaan dana desa 
sebagaimana diatur terakhir  
berdasarkan Permendes No.4 
Tahun 2017 tentang Perubahan 
atas Permendesa No 22 Tahun 
2016 tentang Penetapan Pr ior it as 
Penggunaan Dana Desa, sebagai 
ber ikut :  
1)  Prior itas penggunaan dana 
desa untuk membiayai 
pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang 
pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat  
desa.  
2)  Prior itas penggunaan dana 
desa diutamakan untuk 
membiaya i pelaksanan 
program dan kegiatan yang 
bersifat  lint as bidang.  
3)  Program dan kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat  (2) terutama bidang 
kegiatan BUMDesa atau 
BUMDesa Bersama, embung,  
produk unggulan desa atau 
kawasan perdesaan dan sarana 
olahraga desa.  
4)  Prior itas penggunaan dana 
desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat  1,  dipublikasikan 
kepada masyarakat  oleh 
Pemerintah Desa di ruang 
publik atau ruang yang dapat  
diakses masyarakat  Desa.  
Dengan mengetahui dan 
memahami pengaturan tentang 
pr ior itas penggunaan dana desa,  
dapat  sebaga i upaya untuk 
mendeteksi adanya 
penyelewengan terhadap 
penggunaan Dana Desa.  
Peraturan Menter i Desa  
memprior itaskan, ya itu  
pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat  desa.  
Pr ior itas kegiatan, anggaran dan 
belanja desa disepakat i dalam 
Musyawarah Desa yang 
part isipat if.  Dimana hasil 
musyawarah sebagai acuan 
Rencana Ker ja Pemerintah Desa 
(RKPDesa) dan APBDesa.  
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Namun Permen ini,  ditegaskan 
desa tetap miliki ruang berkreasi 
program/kegiatan sesuai 
kewenangan, analisa kebutuhan 
pr ior itas dan sumber daya.  
Pengelo laan dana desa kerap 
menjadi persoalan karena t idak 
mengacu pedoman/peraturan,  
t idak sesuai dokumen 
perencanaan desa yaitu RPJM 
Desa dan Rencana Ker ja 
Pembangunan Desa, serta t idak 
jarang penyusunan dan 
pelaksanaan program tanpa 
musyawarah desa.  Akibatnya 
t idak sesuai rencana anggaran 
biaya.  
Pengawasan dana desa sangat  
diper lukan untuk mencegah 
penyelewenangan atau korupsi 
dana tersebut ,  selama ini 
Pengawasan dana desa o leh 
masyarakat  melalu i BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa) dan 
pemerintah di atasnya 
berdasakan undang-undang.  
Aparat  pengawas int ernal 
pemer intah yakni Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), 
Inspektorat  Jenderal (KemenDes,  
KemenDagr i,  dan KemenKeu),  
serta Badan Pengawas Daerah 
Provinsi/Kabupaten/Kota.  Juga  
aparat  pemer intah yaitu aparat  
pemer intah Desa, Provins i/  
Kabupaten/ Kota khususnya 
Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Desa (BPMD) 
Kabupaten/Provins i.  Serta 
tentunya Kemendes telah 
menggandeng Komis i 




Peran serta masyarakat  
menjadi salah cara satu pent ing 
dalam pencegahan 
penyelewenangan penya luran 
dana desa,  sebagaimana studi 
yang dilakukan di Desa Cau 
                                                        
13https://nasional.tempo.co/read/899049/in
i - upaya-kpk -cegah-terjadinya -korupsi- dana- 
desa/diakses tanggal 15 Oktober 2017. 
Belayu,  Kecamatan Marga,  
Kabupaten Tabanan, Propinsi 
Bali.  Masyarakat  Desa Cau 
Belayu sampai dengan tahun 
2017 telah mempero leh manfaat  
Program Pemerintah mengenai 
Dana Desa.  
Beberapa bentuk 
implementasi dana desa 
sehubungan penggunaan dana 
desa untuk membiayai 
pelaksanaan program dan 
kegiatan di bidang pembangunan 
desa tersebut  antara lain:  
pembangunan infrast ruktur jalan 
lingkungan dusun, pembetonan 
jalan subak dan ter laksananya 
PAM desa. Sementara itu  
pemberdayaan masyarakat  desa 
di Desa Cau Blayu mela lui 
pengembangan ekonomi rakyat ,  
misalnya pelat ihan usaha untuk 
membuat  abon babi,  serta sarana 
kesehatan.  
Namun sedik it  disayangkan, 
berdasarkan diskusi dan 
wawancara terhadap perangkat  
dan warga Desa Cau Blayu 
pemahaman masih sangat  minim 
tentang t indak pidana korupsi,  
serta pent ingnya peran warga 
dalam mencegah ter jadinya 
t indak pidana korupsi khususnya 
sehubungan dengan pengelo laan 
dana desa.  Selama ini masyarkat  
hanya menyaksikan dar i surat  
kabar atau ber it a dar i media 
televis i terkait  korupsi yang 
terjadi secara nasional di 
Indonesia,  sementara it u lebih 
detail terkait  pengaturan tentang 
korupsi serta spesi fik tentang 
kewenangan dan tanggungjawab 
masyarakat  membantu upaya 
prevent if atau pencegahan 
korupsi belum diketahui dengan 
baik.  
UU No 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 
20 Tahun 2001 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana 
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Korupsi Pasal 41 mengatur 
tentang peran serta masyarakat  
dalam pencegahan dan 
pemberantasan t indak pidana 
korupsi,  yang bentuknya antara 
lain:  
a.  Hak mencar i,  mempero leh dan 
member ikan informas i adanya 
dugaan telah ter jadi t indak 
pidana korupsi;  
b.  Hak untuk mempero leh 
pelayanan dalam mencar i,  
mempero leh dan member ikan 
informasi dar i penegak hukum 
yang menangani perkara 
korupsi;  
c.  Hak menyampaikan saran dan 
pendapat  secara 
bertanggungjawab kepada 
penegak hukum yang 
menangani perkara t indak 
pidana korupsi;  
d.  Hak untuk mempero leh 
jawaban atas pertanyaan 
tentang laporannya yang 
diber ikan kepada penegak 
hukum dalam waktu paling 
lama 30 har i;  
e.  Hak untuk mendapatkan 
per lindungan hukum dalam 
hal:  
1)  Melaksanakan haknya 
sebagaimana d imaksud 
dalam huruf a,  b,  c;  
2)  Diminta hadir dalam proses 
penyelid ikan, penyid ikan,  
dan di sidang pengadilan 
sebagai saksi pelapor,  saksi,  
atau saksi ahli,  sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
ber laku.  
Selanjutnya Pasal 42 ayat  1  
dije laskan bahwa pemerint ah 
member ikan penghargaan kepada 
anggota masyarakat  yang telah 
ber jasa membantu upaya 
pencegahan, pemberantasan, atau 
pengungkapan t indak pidana 
korupsi.  
Pengaturan tentang peran 
serta masyarakat  juga diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dar i KKN,  
khususnya dalam Pasal 8 ayat  1 
dimana disebutkan bahwa peran 
serta masyarakat  dalam 
penyelenggaraan negara 
merupakan hak dan tanggung 
jawab masyarakat  untuk ikut  




Kemudian dalam Penje lasan 
Pasal 8 ayat  1 disebutkan Peran 
serta masyarakat  sebagaimana 
dimaksud dalam ayat  ini,  adalah 
peran akt if masyarakat  untuk 
ikut  serta mewujudkan 
Penyelenggara Negara yang 
bersih dan bebas dar i korupsi,  
kolusi,  dan nepot isme,  yang 
dilaksanakan dengan menaat i 
norma hukum, moral,  dan sosial 
yang ber laku dalam masyarakat .  
Sedangkan Pasal 9 lebih lanjut  
menjelaskan:wujud dar i peran 
serta masyarakat  antara lain;  
a.  Hak mencar i mempero leh dan 
member ikan informasi tentang 
penyelenggaraan Negara;  
b.  Hak untuk mempero leh 
pelayanan yang sama dan adil 
dar i Penyelenggara Negara;  
c.  Hak menyampaikan saran dan 
pendapat  secara bertanggung 
jawab terhadap kebijakan 
Penyelenggara Negara;  
d.  Hak mempero leh per lindungan 
hukum.  
Undang Undang Nomor 30 
tahun 2002 tentang Komis i 
Pemberantasan Korupsi Pasal 1  
ayat  3 juga mengatur soal peran 
serta masyarakat  dimana 
disebutkan bahwa Pemberantasan 
korupsi adalah serangkaian 
t indakan untuk mencegah dan 
                                                        
14Ganjar Laksamana, 2015, Laporan Tim 
Pengkajian Hukum tentang Partisipasi Aktif 
Publik dalam Pencegahan dan Pemberatasan 
Korupsi, Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, Kemeterian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia, h. 22. 
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memberantas t indak pidana 
korupsi mela lui upaya 
koordinasi,  supervisi,  monitor,  
penyelid ikan, penyidikan,  
penuntutan dan pemeriksaan di 
sidang pengadilan dengan peran 
serta masyarakat  berdasarkan 
peraturan undang-undang yang 
ber laku.  
Bahkan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No 71 
Tahun 2000 telah mengatur lebih 
lanjut  tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat  dan Pember ian 
Penghargaan dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi.  Sehingga t idak 
hanya sebatas cara masyarakat  
berperan mencegah korupsi 
bahkan pember ian reward  atau 
penghargaan kepada mereka yang 
membantu dalam pencegahan 
korupsi.   
Dengan demikian, adanya 
kelengkapan pengaturan 
mengenai peran serta masyarakat  
melakukan pencegahan korupsi 
tersebut  dijelaskan mula i dar i 
KUHP, sampai dengan 
pengaturan khusus korupsi dan 
dana desa dan peraturan  
pelaksanaannya, maka peran 
serta masyarakat  dalam 
mencegah korupsi penggunaan 
dana desa khususnya, dapat  di 
opt imalkan melalu i sosialisasi 
yang efekt if ataupun pelat ihan 
yang berkelanjutan yang selama 
ini masih belum maksimal 
dilakukan pemerint ah.  
 
3.2.  Upaya Penanggulangan 
Hambatan-Hambatan 
Agar Pengelolaan 
Keuangan Dana Desa Di  
Indonesia Khususnya 
Desa Di Bali Terhindar 
Dari Korupsi  
Permasalahan korupsi 
merupakan permasalahan yang 
sangat  sulit  untuk diberantas 
oleh karena sangat  kompleks 
yang menurut  Barda Nawawi 
Arif bahwa hal tersebut  
disebabkan karena korupsi 
berkaitan erat  dengan 
kompleksitas masalah lain 
sepert i:  masalah sikap 
mental/mora l,  masalah 
pola/sikap hidup dan budaya 
sosial,  masalah 
kebutuhan/tuntutan ekonomi dan 
st ruktur/sistem ekonomi,  
masalah lingkungan hidup/sosial 
dan kesenjangan sosia l-ekonomi,  
masalah st ruktur/budaya po lit ik,  
masalah peluang yang ada di 
dalam mekanisme pembangunan 
atau kelemahan 
birokrasi/prosedur administ rasi 
(termasuk sistem pengawasan) di 




Disamping kesulit an tersebut , 
dirasakan belum maksimal efek 
jera para pejabat  atau 
penyelenggaran negara melihat  
ancaman pidana yang berat  dan 
telah banyak koruptor tertangkap 
namun seakan t idak kapok atau 
sepert i penyakit  menular yang 
t idak ada habisnya, korupsi 
masih saja ter jadi.  Beberapa 
diantaranya terkait  dengan 
penggunaan dana desa.  
Operasi tangkap tangan KPK 
awal Agustus 2017 terhadap 
Bupat i Pamekasan, Kepala 
Kejaksaan Neger i Pamekasan 
(Kajar i),  Kepala Desa Dassok 
dan 2 orang aparatur sipil.  
Langkah yang dilakukan KPK itu  
terkait  dugaan suap kepada 
aparat  penegak hukum untuk 
menghent ikan penanganan kasus 
korupsi penye lewengan dana 
desa.
16
  Periode Agustus 2016-
Agustus 2017 Indonesia 
Coruption Watch  (ICW) 
                                                        
15IGM Nurdjana, op.cit, 29. 
16http://www.hukumonline.com/berita/bac
a/lt598f2a9e656ee/cegah-korupsi--masyarakat-
perlu-dilibatkan-awasi-dana-desa, Sabtu, 12 
Agustus 2017, diakses tanggal 10 Oktober 
2017. 
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menghitung ada 110 kasus 
korupsi anggaran desa yang 
diproses penegak hukum dan 
melibatkan 139 pelaku (dimana 
107 orang diantaranya 
merupakan kepala desa) dengan 
kerugian negara sedikitnya Rp30 
miliar.   
Komisi Pemberantasan 
Korupsi mencatat ,  selama 
Januar i-Juni 2017, ada 459 
laporan terkait  dengan dana desa.  
Laporan itu disampaikan ke KPK 
mela lui telepon, SMS, surat  
elektronik,  atau datang langsung.  
17
 Isi laporan terkait  dengan dana 
desa itu bermacam-macam.  
Namun, jika dikelompokkan, ada 
10 jenis penyimpangan 
pengelo laan dana desa yang 
dilaporkan. Kesepuluh 
penyimpangan yang dilaporkan 
tersebut  adalah t idak adanya 
pembangunan di desa; 
pembangunan/pengadaan 
barang/ jasa t idak sesuai dengan 
spesifikasi/RAB; dugaan adanya 
mark up  o leh aparat  desa; t idak 
adanya t ransparansi; masyarakat  
t idak dilibatkan; penyelewengan 
dana desa untuk kepent ingan 
pr ibadi; dan lemahnya 
pengawasan dana desa o leh 
inspektorat .  Ada juga 
penyimpangan dalam bentuk 
kongkalikong pembelian mater ial 
bahan bangunan, proyek fikt if,  
serta penggelapan honor aparat  
desa.  Namun ke-459 laporan 
tersebut ,  belum tentu ada 
penyelewengan dana desa.  
Beberapa di antaranya hanya 
karena kesalahan administ rasi 
atau proses yang t idak 
t ransparan.  
KPK mengkaji dalam 
pengelo laan dana desa 
mempunya i kelemahan empat  
aspek yakni regulasi,  tata 
                                                        
17h ttps: / /news.det ik.com/ ber i ta /d-
3592527/kpk-ada-459-laporan -soal -
dana-desa  Rabu 09 Agustus 2017,  
14:48 WIB  
laksana, pengawasan dan sumber  




Sehingga per lu disadar i 
bahwa pencegahan dan 
pemberantasan korupsi 
merupakan peker jaan yang 
sangat  besar,  berat ,  kompleks 
dan rumit  serta beresiko t inggi 
pada aparatur penegak hukum,  
terlebih pada warga masyarakat  
yang berperan serta melaporkan 
t indak pidana korupsi,  mut lak 
per lu dilakukan berbagai 
st rategi.  Oleh karena itu  
permasalahan korupsi bukan 
hanya tanggungjawab penegak 
hukum akan tetapi peran serta 
seluruh elemen masyarakat  harus 
terlibat .  
Demikian hal pelaksanaan 
penggunaan dana desa yang ideal 
serta sesuai pengaturan 
perundang-undangan yang 
ber laku, di Desa Cau Blayu t idak 
juga ter lepas dar i permasalahan 
yang dihadapi.  Ber ikut  beberapa 
kendala dan hambatan yang 
ditemui pada kenyataannya di 
lapangan o leh Masyarakat  serta 
Perangkat  Desa Cau Blayu 
sehubungan pengelo laan dana 
desa serta pada khususnya 
sebagai upaya pencegahan 
korupsi penggunaan dana desa 
tersebut .    
Pertama, Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang tersedia 
masih rendah dar i segi 
pengetahuan atau keterampilan 
dalam penggelo laan dana desa,  
sehingga per lu pendampingan 
dan pembinaan dar i pemer intah,  
kendala yang sangat  terasa 
adalah SDM bidang tekno logi 
informasi masih per lu diber ikan 
banyak pelat ihan. Serta kesulitan 
memahami tentang aturan da lam 
penggunaan dana maupun 
                                                        
18https://news.detik.com/berita/d-
3584184/kpk-soroti-4-kelemahan-dana-desa-
yang-buka-peluang-korupsi, diakses tanggal 14 
Oktober 2017. 
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pelaporan penggunaan dana 
sehubungan kurang sosialisasi 
pemer intah serta pengaturan 
tentang dana desa yang cepat  
seka li mengalami perubahan,  
contohnya set iap tahun minimal 
harus dilakukan pencar ian 
informasi baru serta 
pembela jaran terhadap peraturan 
yang berubah-ubah mengikut i 
kebijakan pemerint ah pusat .  
Kedua, dar i segi prakt ik 
pencairan dana desa dar i 
pemer intah daerah pada 
kenyataannya ser ingkali 
mengalami kemunduran,  dengan 
waktu yang mendesak atau 
kurang cukup sehingga 
pelaksanaan pembangunan desa 
tergesa-gesa sebab dana desa 
yang lambat  turunnya akan 
mengakibatkan t idak efekt if 
penyerapannya.  
Ket iga,  di Desa Cau Blayu 
sendir i,  Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) belum dilibatkan 
dalam pengawasan pengelo laan 
dana desa karena dirasakan 
belum ter lat ih dengan baik.  
Selama ini BPD t idak ter lalu 
memahami perannya karena 
belum pernah dilibatkan tentang 
sosialisasi dana desa padahal 
perannya sangat  pent ing dalam 
pengawasan.  
Keempat ,  permasalahan yang 
dialami Perangkat  Desa Cau 
Blayu adalah kesu litan membuat  
pertanggungjawaban penggunaan 
dana desa yang dirasakan cukup 
sulit  atau r ibet  o leh perangkat  
desa.  Kond isi tersebut  menuntut 
dilakukan pelat ihan secara 
int ensif dan berkelanjutan dar i 
pemer intah daerah.  
Selama ini pelat ihan telah 
dilakukan diantaranya o leh 
Dispektorat  Kabupaten Tabanan,  
Bagian Keuangan Kabupaten 
Tabanan, Bapeda (kepada 
perangkat  desa),  o leh Kepala 
Desa, Perbekel dan perangkatnya 
(kepada Kelian Subak),  BPMD 
(kepada kepala dusun),  sekalipun 
masih belum banyak dar i segi 
kuant itas pelaksanaannya,  
permasalahan juga datang dar i 
antusias masyarakat  untuk 
terlibat  dalam pelat ihan-
pelat ihan tersebut  masih minim.  
Hal tersebut  menunjukkan 
per lunya juga membangun 
kesadaran masyarakat ,  sebab 
pengelo laan dana desa yang baik 
dan efekt if akan member ikan 
manfaat  terhadap masyarkat  juga 
dar i sis i fasilit as umum maupun 
peningkatan kese jahteraan 
mereka.  
Demikian halnya 
pengawasan, pernah dilakukan 
pengawasan o leh Dispektorat 
Kabupaten, BPK, Pengawas 
Kecamatan, Masyarakat  dan 
Audit  internal pemer intah,  
Inspektorat  sehingga dar i segi 
penyelewengan sampai dengan 
dilaksanakan studi di Desa Cau 
Blayu t idak pernah ter jadi karena 
belum ada temuan ataupun 
pemeriksaan lebih mendalam 
terhadap dugaan-dugaan 
penyelewenangan ke arah 
korupsi.  
Selain kendala diatas 
terdapat  juga persoalan teknis 
belum dapat  terpecahkan di Desa 
Cau Blayu sebagai contoh t idak 
sesuainya ongkos tukang 
kenyataan di lapangan dengan 
penetapan ongkos tukang dalam 
peraturan pelaksanaan 
penggunaan dana desa,  kondis i 
di Bali umumnya upah tukang 
rata-rata lebih t inggi 
dibandingkan di daerah Jawa,  
sehingga mengakibatkan 
pengakal-aka lan sepert i 
memperbanyak jumlah har i ker ja 
tukang dar i jumlah sebenarnya 
hanya untuk menutupi selis ih  
harga upah tukang tersebut .   
Meskipun tergo long kec il-
kecilan dan dengan maksud dan 
tujuan yang baik ya itu  
terserapnya dana desa untuk 
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pembangunan desa serta t idak 
ada upaya menguntungkan dir i 
sendir i atau pihak la innya,  
namun cara pengaka lan tersebut  
merupakan perbuatan melawan 
hukum. Melihat  kondis i tersebut  
t idak dapat  hanya menuangkan 
kesa lahan pada perangkat  
pelaksana di desa namun 
pemerintah juga harus berbenah 
dir i dengan penyesuaian 
ketentuan yang dibuat  dengan 
kondisi sebenarnya dalam 
masyarakat .  
Kondisi di Bali sejauh ini 
masih sangat  sedikit  ada kasus  
indikasi t indak pidana korupsi 
menyangkut  dana desa.  Bahkan 
dengan besarnya gelontoran dana 
desa just ru mengakibatkan 
beberapa kepala desa ragu 
menggunakan karena takut  
terjerat  hukum
19
.  Sekalipun 
demikian upaya pencegahan 
penyelewengan baik it u o leh 
pemer intah, penegak hukum 
maupun masyarakat  dan 
perangkat  desa harus terus 
dikembangkan untuk se lalu 
mengawal penggunaan dana desa 
dengan benar.   
Jawaban yang diber ikan 
masyarakat  Desa Cau Blayu 
ket ika dihadapkan pertanyaan,  
bagaimana terkait  peran serta 
masyarakat  dalam pencegahan 
korupsi dana desa dalam hal ada 
dugaan penye lewenangan 
penggunaannya, warga bersedia 
melakukan pengawasan dan 
pelaporan namun mereka 
menghawat irkan keselamatan dir i 
maupun keluarga sehubungan hal 
tersebut .   
Berdasarkan Pasal 68 UU 
Desa mengatur hak dan 
kewajiban masyarakat  desa untuk 
bisa mengakses dan dilibatkan 
dalam pembangunan desa.  
Pent ing karena masyarakat  yang 
                                                        
19https://balitribune.co.id/content/ ada- 
kades- ragu- gunakan- dana- desa, diakses 16 
Oktober 2017. 
mengetahui kebutuhan di wilayah 
desanya. Sela in pelibatan peran 
masyarakat  dalam melakukan 
pengawasaan dana desa,  
keberadaan Badan Perwak ilan 
Daerah (BPD) per lu 
dimaksimalkan dalam menyerap 
aspirasi dan mengajak 
masyarakat  terlibat  akt if dalam 
pembangunan desa,  mula i dar i 
pemetaan kebutuhan,  
perencanaan, pengelo laan hingga 
pertanggungjawaban.  
Part isipasi masyarakat  
(publik)  dicantumkan pula dalam 
Pasal 1 angka 3 Peraturan 
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 
tentang Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah 
Tahun 2012-2014, dirumuskan:  
Peran serta masyarakat  
adalah peran aktif  perorangan, 
Organisasi Masyarakat,  atau 
Lembaga Swadaya Masyarakat 
dalam pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana 
korupsi.  
Salah satu upaya yang dapat  
dilakukan untuk tetap menjaga 
dan meningkatkan part isipasi 
publik dalam upaya 
menumbuhkan budaya ant i 
korupsi adalah dengan 
member ikan apresiasi atau 
penghargaan. Pember ian 
penghargaan atas peran serta 
masyarakat  dalam upaya 
menumbuhkan budaya ant i 
korupsi bersifat  terbuka dan 
dikampanyekan agar mendorong 
masyakarat  la innya untuk ikut  
berkontr ibusi.   
Sehubungan penghargaan 
atas part isipasi publik dalam 
upaya pemberantasan korupsi,  
berdasarkan Pasal 7 -  Pasal 11 
PP Nomor 71 Tahun 2000:  
Pasal 7  
(1)  Setiap orang, Organisasi  
Masyarakat,  Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang 
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telah berjasa dalam usaha 
membantu upaya pencegahan 
atau pemberantasan tindak 
pidana korupsi  berhak 
mendapat penghargaan.  
(2)  Penghargaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) 
dapat berupa piagam atau 
premi.  
 
Pasal 8  
Ketentuan mengenai tata 
cara pemberian penghargaan 
serta bentuk dan jenis piagam 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (2) ditetapkan 




Pasal 9  
Besar premi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)  
ditetapkan paling banyak 
sebesar 2 (dua permil) dari nilai  
kerugian keuangan negara yang 
dikembalikan.  
 
Pasal 10  
(1)  Piagam yang diberikan 
kepada pelapor setelah 
perkara dil impahkan ke 
Pengadilan Negeri.  
(2)  Penyerahan piagam 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan oleh 
Penegak Hukum atau Komisi.  
 
Pasal 11  
(1)  Premi diberikan kepada 
Pelapor setelah putusan 
pengadilan yang memidana 
terdakwa memperoleh 
kekuatan hukum tetap.  
(2)  Penyerahan premi 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan oleh Jaksa 
Agung atau pejabat yang 
ditunjuk.  
Sudah menjadi rahas ia umum 
bahwa t idak mudah dan ada juga 
resiko bagi pelapor suatu dugaan 
t indak pidana korupsi,  apa lagi 
jika pihak yang dilaporkan orang 
atau sekelompok orang yang 
memilik i kekuasaan. Kerahasiaan 
ident itas pelapor merupakan hal 
utama dalam pelaksanaan 
part isipasi publik ini.  Oleh 
karena itu,  mekanisme pember ian 
penghargaan per lu 
mempert imbangkan kerahasiaan 
ident itas pelapor.  Hal ini 
sebagaimana kewajiban penegak 
hukum untuk merahasiakan 
ident itas pelapor yang diatur 
dalam Pasal 6 PP 71 Tahun 2000 
sebagai ber ikut :  
(1)  Penegak hukum atau Komisi  
wajib merahasiakan 
kemungkinan dapat  
diketahuinya identitas 
pelapor atau isi informasi,  
saran, atau pendapat yang 
disampaikan.  
(2)  Apabila diperlukan, atas 
permintaan pelapor,  
penegak hukum atau Komisi  
dapat memberikan 




IV.  KESIMPULAN 
Berdasarkan penje lasan 
tersebut  diatas dar i hasil 
penelit ian dan studi yang telah 
dilakukan sehingga dapat  
diambil suatu kesimpulan 
sebagai ber ikut :  
4.1.1.  Peran serta masyarakat  
dalam upaya pencegahan 
korupsi dana desa telah 
tercermin dalam rumusan 
perundang-undangan yang ada 
antara lain:  Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, UU 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,  UU Komis i 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,  UU Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas 
dar i KKN sampai dengan 
peraturan pelaksanaannya.  
Namun pemahaman warga 
Desa Cau Blayu masih sangat  
Jurnal  Ilmiah Prodi  Magister  Kenot ar iatan ,  2017 - 2018   15  
 
minim tentang t indak pidana 
korupsi,  serta pent ingnya 
peran warga da lam mencegah 
terjadinya t indak pidana 
korupsi khususnya sehubungan 
dengan pengelo laan dana desa.  
Beberapa kendala dan 
hambatan yang dit emui pada 
kenyataannya di lapangan o leh 
Masyarakat  serta Perangkat  Desa 
Cau Blayu sehubungan 
pengelo laan dana desa serta pada 
khususnya sebagai upaya 
pencegahan korupsi penggunaan 
dana desa antara la in: (1) SDM 
yang tersedia masih rendah dar i 
segi pengetahuan atau 
keterampilan dalam penggelo laan 
dana desa sehingga per lu 
pendampingan dan pembinaan 
dar i pemer int ah; (2) segi prakt ik 
pencairan dana desa dar i 
pemer intah daerah pada 
kenyataannya ser ingkali 
mengalami kemunduran,  dengan 
waktu yang mendesak atau 
kurang cukup sehingga 
pelaksanaan pembangunan desa 
tergesa-gesa sebab dana desa 
yang lambat  turunnya akan 
mengakibatkan t idak efekt if 
penyerapannya; (3) Badan 
Permusyawaratan Desa belum 
dilibatkan dalam pengawasan 
pengelo laan dana desa karena 
dirasakan belum ter lat ih dengan 
baik (4) kesulitan membuat  
pertanggungjawaban penggunaan 
dana desa,  sehingga menuntut 
dilakukan pelat ihan secara 
int ensif dan berkelanjutan dar i 
pemer intah daerah. Selain itu ada 
kekhawat iran warga dalam 
melakukan pencegahan korupsi 
dana desa sehubungan dengan 
per lindungan dir i atau keluarga.  
Beberapa perundang-undangan 
telah member ikan jawaban atas 
pertanyaan tersebut  diantaranya:  
part isipasi masyarakat  (publik)  
dicantumkan dalam Peraturan 
Presiden Nomor 55 Tahun 2012 
tentang Strategi Nasional 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 
2012-2025 dan Jangka Menengah 
Tahun 2012-2014 serta terhadap 
penghargaan atas part isipasi 
publik dalam upaya 
pemberantasan korupsi,  
berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 
2000 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Peran Serta 
Masyarakat  dan Pember ian 
Penghargaan dalam Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak 
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